Salinan

BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

BOJONEGORO TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2025-2029;

1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41}, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimana telah diubah dengan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4698);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilavah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Kepubilik indonesia NOmor 08387 sebagalinana ician diubail
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran

Negara Republik indonesia Nowmor 0402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

. Peraiuran FPemerniail Nomor 12 tanun 2019 leniang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Peinbaiiguiail Jailgka Menengain Nasional Tahwun z0zo-
2029 (Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 2025
Nomor 19);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tanhun 2018 teniang Perubaian Alas Peraiuran venierl
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
icniang Taia Cara Perencanaan, Pengendallan dan mDvaluasl
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jaungka — ranjang  Dacrall,  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
teiitailg Sisicin inlormiasi FPeineriliallainl Daciail (Derlia
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Repubiik indonesia Taiuin 2019 Noinoi 1447),
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2023 Nomor 6);
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tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun

2021 tentaing Rencana Tata Ruang Wilayahh Rabupatein
Bojonegoro Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun

2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
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Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 Nomor 2};
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

dan
BUPATI BOJONEGORO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro.

Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bojonegoro.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bojonegoro yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan pemerintahan sesuai dengan

kewenangan Daerah.
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Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik
untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah
untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha
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meningkatikan akses dan kualitas pelayanan pubiik dan
daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangannya.

Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses

untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan
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pilihan, yang melibatkan berbagal unsur pemangku
kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di
Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
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pembangunan daerah Kabupaten Bogonegoro untuk
periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD  adalah  dokumen

nerencanaan Daerah untul periode 5 (limal tahun
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terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan Kepala Daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat
RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten
Boionegoro.

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang

selanjutnya  disingkat RPJMN adalah  dokumen

perencanaan pembangunan nasional untuk periode S

,,,,,

disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalan
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah

Kabupaten Bojonegoro untuk periode 1 {saluj tahurn.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
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tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.
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Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya
disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis,
menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa
nringin nemhangunan herkelanjutan telah meniadi dagar

dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara
kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang
direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin
dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat
perencanaan dibuat.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan
bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting,
mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan

menentukan  pencapaian tujuan  penyelenggaraan

diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan
daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Tujuan adaiah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan
Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian
hasii (outcomej program perangkat daerah.

Strategi adalah cara sistematis dan langkah berisikan
program-program  sebagai  prioritas pembangunan
Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
Arah kebijakan adalah penjabaran strategi dan kerangka
kerja untuk menyeiesaikan permasaiahan dan akar
masalah yang dilaksanakan secara bertahap.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan

untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas
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28. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis
Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau
lintas Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran RPJMD.

29. Kinerja adalah capaian dampak, hasil, dan keluaran dari
sehubungan dengan  penggunaan sumber daya
pembangunan.

30. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat
ukur pencapaian kinerja tujuan, sasaran, program,
kegiatan, dan sub kegiatan dalam bentuk dampak
(impact), hasil (outcome), dan keluaran (output).

31. Kerangka pendanaan adalah pengelolaan keuangan
Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang
digunakan dalam pembangunan, optimalisasi
pernggunaan sumber dana dan peningkatan kKualitas
belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan
Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala

Daerah serta target pembangunan nasional.

Pasal 2
RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala
Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
program pembangunan daerah dan program Perangkat Daerah
yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif

untuk jangka waktu S {limaj tahui.

Pasal 3

(1) RPJMD disusun menggunakan pendekatan perencanaan
berorientasi proses, meliputi:
teknokratik;

partisipatif;

S

politis; dan
d. atas bawah dan bawah-atas.

(2) RPJMD disusun menggunakan pendekatan perencanaan
berorientasi hasii, meliputl:
a. holistik-tematik;
b. integratif; dan
c. spasial.

(3) RPJMD disusun dengan berpedoman pada:

s T

b. RTRW; dan
c. RPJMN.



(4) RPJMD disusun dengan memperhatikan:
a. RPJMD Provinsi; dan
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Pasal 4
RPJMD menjadi pedoman:
a. penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja
Perangkat Daerah, dan dokumen perencanaan

pembangunan lainnya sesuai ketentuan peraturan

b. instrumen pengendailan dan evaluasi penyeienggaraan
Pemerintahan Daerah; dan
c. bagi pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam

pembangunan.

ot

rasdi

RPJMD dilaksanakan Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka

penyelenggaraan pembangunan daerah dan mendukung

pembangunan nasional.
Pasal ©

(1) Sistematika RPJMD, meliputi:
a. Babl : Pendahuluan
b. BabIl : Gambaran Umum Daerah
c. Babliii : Visi, Misi dan  Program  Prioriias
Pembangunan Daerah
d. BabIV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
e. BabV : Penutup
{2 Is1 beserila uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

{1) Bupati melakukan pengendaiian dan evaiuasi terhadap
pelaksanaan RPJMD.

(2) Mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
substansi yang dirumuskan tidak sesuail dengan
peraturan perundang-undangan dan prinsip
pembangunan yang berorientasi hasil;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan target
kinerja yang belum tercapai sehingga membutuhkan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat

dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3

leu, V“Ai“}.i.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam,
goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya,

gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan
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{(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pedoman perubahan RKPD dan perubahan Renstra
Perangkat Daerah.

Pasal 9

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10
RPJMD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini,
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pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum
ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun

2030-2034 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil
Bupati terpilih.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, RKPD Tahun 2025
tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya Tahun

iial 1 3
Anggaran 2025 atau sampa; ilakukan perubahan sesuat
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Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI BOJONEGORO,
ttd.

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

ANDIK SUDJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

7

TEGUH WQ, SH.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750921 200312 1 002

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR

172-11/2025.



